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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA WUPANG,

hahwa gengan.berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun
1099 entang  Pemerintahan  Daerah, maka  daerah  diberi
wewenangan antuk mengurus dan mengatur dacrahnya sendiri;

bahwa dengan direrepkannva Undarg-undang Nomor 18 Tahun
1097 tentang Pajak Dacrah dan Retnibusi Daerzh sebagaimana
telate drubaby dengan Undang-uncany Nomor 34 Tahun 2000
maka Peraturan Dgerah Nomor & Tahun 1998 tentang Pajak
Hotel dan Restoran perlu disesuatkan,

bahwa paiak Hotel merupakan salah satu sumber pendapatan
dacrah  yang penting guna membiaval  penyelenggaraan
l‘emcrmlalmn dacrah dan pembangunan untuk memantapkan
otonomi daerah vang luas, nyata dan bertanggung jawab;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruti a, b, ¢
diatas maka perlu dibentuk Peraturan Dacrah tentang P'udk
Hotel.

Uvdanlf-undung Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Dacrah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Baral, Nusa
Tenggara ilmur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115,

Tambakan Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nemor 8§ Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana {Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambanan
Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor § Tahun 1996 tentang Pembentukan
Fotamadya  Dacrah Twgkat 11 Kupang (Lembaran Negara

Tahun 1996 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3

Undang-undang  Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badar
Penvelesaian Sengketz Pajak (Lembaran Negara T’lhl.!i’: 1997
maomaor 460, Tumbahan Lembaran Negara Nomor 3684);
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Undang-undang Momor 18 Tahun 1997 tentany *ajak Dazrah
dan Reimbust Dacrab (Sembaran Negara Tahun 1997 Nomor
Tarmbehan Lembaran Negara Nomor 3086), sebagatmana
l.‘:i;m diubah dengan Undang-undaug Nomor 34 Tahun 2000
(iembaraiv Negarz Tabun 2000 Nomor 246, Tambanan
L.embaran Negara Nomer 4048); '

Undang-undong Nomor 19 Tehun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa {(Lembaran Negara Tahun 1997
Nomaer 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undarg-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenrang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
tenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848); '

Undang-undang Normor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Megara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah {Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Nomar 4138);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk
Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan rancargan Keputusan Presiden;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Neger: Nomor 21 Tahun 2001
tentang Penyusunan dan Matern Muatan Produk-produk Hukum
Dacrah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001

tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah:

Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001
tentang Prosedur penyusunan Produk Hukum Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahurn 2001

ienany Lemparan aerdn dan pseita deran,
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18 Peraturan Decrah Nomor 16 Tahun 2000 entang Pembentukan,
Organisast dan Taia Kerja Dinas Dacrah dan Lembaga Texnis
Naerah ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - . PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PAJAK

HOTEL,

BAR |
KETENTUAN UMUM
Pasai |

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

[~2
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Dacrah Otonom, selanjutnva disebut  Dacrah, adaiah kesatuan masyarakat hukum
vang mempunyal batas daerah tertentu berwenang mengatur dan  mengurus
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakal dalam tkatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagal. badan cksekutif dacrah.

Kepala Daerah adalah Walikota Kupang.

Pejabat adatah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan
daerah dan / atau retribusi dacrai sesuai dengan pecaluran pecuandang-undanagn yang
beralaku.

Penyidik Pegawair negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat
Pegawar Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwewenang
khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penvidikan terhadap pclanggaran
Peraturan Dacrah;

Peraturan Dacrah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pajak Hotel yong seianjutnva disebutl pajak adalah pungutan Jduerah alas pelayanan
hotel.

Hotel adaiah  bangunan  vang  khusus  disediakan bagr orang  untuk  dapat
menginap/istiiaiai,  memperoich  pelavanan, dan aiau fasilitas lainnva  dengan
darpungut bavaran, termasuk bangunan lainnva vang menvatu, dikelola dan dimuitk:
ninak vang sama, kecualt untuek pertokoan dan perkantoran,

Pengusaha Hotel adalah perorangan atau vadan yvang menyelenggarakan usaha hotel
untuk dan atas ramanva sendirt atau untuk dan atas nama pihak iain yang menjadi
tanguungannyva,

(0. Pajak Daerah, vang sclanjutnya disebut Pajak, adatab turan wajib yang dilakukan

cleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seunbang,
vang dapat dipaksakan beraasarkan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku,
vanz digunakan  untuk  membiayar penvelenggaran  pemerintahan  daerah  dan
pembangunan daecah

. Badan adalazh sckumpulan orang dan / atag perschkutuan hukwn  yang merupahan

kesatnan baitk vang melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha vang
meliputi perseican terbatas, perseroan comandiler, perseoran lamnya. badan usgaha
milik Negara atau Dacrah dengan nama dan dataim bentuk apapun, firma, kongsi,
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koperasf, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, vayasan, organisasi masa,
organisasi sosial politik, atan orgamisast yang sejems, lembaga, bemuk usaha tetap,
dan tentuk badan lainnva.

. Objek Pajak adalak pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.
. Subjek Pajak acdalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daccah.
. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan vang menurut ketentuan peraturan

Perundang-undangan perpajakan daerah d[wa]lbkau untuk melakukan pembayaran
pajak yang terutang, terimasuk peinungut atau pemotong pajak tertentu,

. Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya sana dengan 1 {satu) bulan takwim

alau jungkea wakiu lain vang dilelapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

. Tahun Pajak adalah jangka waktu vang lamanya | (satu) tahun takwim kecuah bila

Wajio Pajak menggunakan tahan buku yang tidak sama dengan tahun takwim.
] ] B85 g

. Pajak yang terutang adaiah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa

Pajak , dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut ketentuan
yeraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
o &

. Pemungutan adalah suatu rangkaian keglatan muiai dari peinghimpunan data objek

dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang
terutany sampai keglatan penagihan pajaic atau retribusi kepada Wajib Pajak atau
Wajib Retribusi serta pengawasan penyvetorannya.

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah sural yang

oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporian penghitungan dan / atau pembayacan
pajak, Objek Pajak dan / atau bukan Objek Pajak, dan / atau harta dan kewajiban,
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,

Surat Setoran Pajak Daerah. yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penvetoran pajak yang
terutang ke Kas Dacrah alau ke iempai pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala
Daerah.

. Surat Ketetapau Pajak Daerah, vang dapat disingkat SKPD, adalah surat ketetapan

pajak yany menentulkun besarnya jumtah pokok pajak.

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDK B, adalah

surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok paiak, jumlah kredit
pajak, jumlah kzkurangan pr::mbayar'm sokok pajak, besarnya sankst admintstrasi,

vidnEsaats s = L[5 SRE
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. Surat Ketetapan Pajak Daerah P\urans{ Bayar Tambahan, van dapat disingkat
F j] g 3 P

SKPDKBT, adalah sural ketetapan pajak vang mensntukan tambahan atas ;mn‘.ah
pajak yang teiah ditetapkean.

CSurat Retetapan Pajak Daerabe Lebth Bayar disingkat SKPDLB, adalah surat

kctmapm pajak yang meneitukan mmhh kelebihan Ketetapan Pajak Duerah Lebih
Bayar, yang ddim; pembavaran pajak karena ,Uml h kredit pajak lebih besar daripada
pajak vang terutangaian tidak scharusnva teruta

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil, yang dapa disinakat SKPDN, adaiah surat

ketetapan pajak vang meoeniukan mmi.zh pokok pajak sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

26, Surat Tagihan Pajak Dacrabi. vang dapat disingkat STPD, adalah surmt uniuk

melakukan tagthan pajak dan / ataw sanksi adminstrasi berupa bunga dan / atau
denda,

- Surat Keputusan Pembetulan adaiah surat kepulusan vang membetulkan kesalahan

tulis, kesalahan hitung dan / atau kekelirvan dalam penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturst perundang-undngan perparakan daerab yang terdapat dalam Surat
Ketetapan Paisk Dacrah, Sural Kull. tapan Pajak Daerah Kurang Bavar, Surat
Keletapan Pajak Daerzh KNurang Bavar Tambahan, Surat Ketetapan Paiak Daerah
Lebin Bavar, Surat Ketetapanr Pajak Daerab Nihil atau Surat Tagihan Pajak Dacrah.

Surat Keputusan Keberatan adaiali surat keputusan aias keberatan terhadap ‘%urcu
Ketetapan Pajak Dacrah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Daerah Kurang Bavar Tambahan, Surat Ketetapan Pajok Daersh Lebih Baver, Surat
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Ketetapan Pajak Dasrah Nihil stau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak
keliga vany diajukan oleh Waph Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat
Kepatusan Keberatan vang diajukan oleh Wanb Pajaic.

. Pembukuan adatah suatu proses pencalatan yany diakuhan secara teratur untuk

mengumpulkan data dan infornasi keuangan vang meliputi harta, kewajiban, modal,
penvhasilan dan biava. serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang alau jasa,
yang ditutup dengab menyasuit laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugl
nada setiap Tahun Pajak berakhir.

BAB {1
NMAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Nama Pajak ini adatah Pajak Hotel;

Ohyek Pajak adalah setizp petavanan vang disediakan dengan perabayaran di hotet:

Obyek Pajak sehagainiana dimaksad pada ayal (2 Pasal it meliputi

a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tnggal jangka pendek, antara lam: gubuk
pariwisata {cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hotel), losmen dan
rumah penginapan lerasuk runnadn kost,

b. Pelayanan penunjang antara iain telepon, faxmail, telex, fotocopy, pelayanan
cuct, setrika, taksi dan pengangkutan taininva, yng disediakan atau dikelola hotet:

c. Fastlitas olabraga dan hiburan, antara lain pusai kebugaran (Fitness center),
kolam renang, teats, golfl karaoke, nub, diskotik vang disediakan atan dikelolah
hotei:

d. Jasa persewaan ruangan untuk keglatan acara atau pertemuan dihotel;

e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat vang disertai dengan fasilitas
penvantapannya.

Dikecualikan dan obyek pajak adalah

a.

b.

Rumah atau kamar, apartemien dan lasilitas tempat tinggal lainnva vang tidak
menvatu dengan hotel vang diperuntukan bagi karvawan;

Asrama dan pesantren,

Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan botel vang dipergunakan oleh bukan
tari hotel dengan pembavarannnva:

Pertbonn peckantoran nerbankan, <tton vane dipakat oleh omoam dilintet:

Pelayanan peralanan wisata yang discicnggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan
oleh wmum;

Pasal 4

vyl Datal Lladal o de b e | = AT { ORETRF HE: = [l R, [ e | :
ACh dlds IOt adaaall orang pf.mm!; glat tadedh yany imeldsukan pemopayaran

o
Ol

atas pelavanan hotel

Wajib Pajak Hotel adalab pengusaha hote)

AR
DPASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasai b

Dasar 'eagennen Pajalk adolab tamian pembaveran vane driakukan  kepada hotel.

~




Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

BARBIV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA
PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

y Wilayah pemungutan pajak yang terutang adalah di wilavah Kota Kupang:

) Besarnya pajak terutang dibitung dengan cara mengalikan taril sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Dacrah ini dengan dasar pengenasn pajnk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerab ini:

BAR\
MASA PATAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAIIUAN PAJAK DAERAH
Pasa! 8

Masa pajak adaiab saty bulan takwin dalam fahun takwin 360 han merupakan wa'
antuk menghitung besarnyva Pajak Terutang

Pasal 9

Pajak terutang daiam masa paiak terjadi pada saat pelayanan di hotel.
Pasai 10

{1) Setiap Wajib Pajak wapb meagisi SPTPD:;

{2 SPTPD sebacarmanz dimaksud pada avat asal int harus dust dengan ;eli enar
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal im harus dist denga as. b
dan lengkap serta ditandatangan olel Wayh Pagak alav Kuasanva;

. T g e 02 iy paatia  armen femn e e i NTATE A
(55 Denmuk, isi dan tata cara PG STAn SPPD telar “kan oleh Wahikota,

RAR V]
TATA CARA PERFITUNGAN DAN PENETAPAN PATAK
Pasal 11

—

Berdasarkan SPTPD sehapaimana dimaksud dalam pasal 10 avat (1) Pasal ini
Walikota menctapkan Pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila dalam kurun waktu 14 bari Walikota tidak mengeluarkan SKPD maka paiak
terutang ditangguitg nich Pemenintah Dacrah,

{3) Apabile SKPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1; Pasal im tidak atan kurang
dibayar setelah fewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)  sejak SKPD diterima.
dikenakan sanhst administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan sehingpa
ditagth dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

(1) Wanb Pajak vang membavar sendiri, SPTPD sebagaimana dirnaksud dalam Fasal |

avat (1) Peraturan Dacrah ini digunakan untuk n‘c‘g. itung, memperhiturgkan dan

menetapkan pajak sendic: vany u:mlam_a.

AP ]
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Dalam jangka wakiu 3 {hima) tzhun sesudah saal leretangnya rajak, Waltkota dapat
menerbitkan

8. SKPDKEB:

b. SKPDREBT.

¢ SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurui a PPasal int ditetapkan :
a. Apabila berdasarkan hasil peimeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang
tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2
% (dua persen) scebulan dilitung dar pajak vang kurang atau lerfambat ditayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh erapat) bulan dihitung sejak saat
terutang pejak;
b, Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %
(dua perseny sebulan dibitung dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar
antuk jangka wariu pating fama 24 {(dua pulun etnpat ) bulan dinitung sejak saat
erutangnya pajak;
Apabila kewaiiban mengrst SPTPD tidak dipenuhi, pajak vang terutang mh!lunﬂ
szcara jabatan, dan dikenakan sanksi administrast herupa kenaikan sebesar 25 ©
tdua puiuh lima persen) dart pokok pajak ditambah sankst administrasi bcrupa
dcnciu 2 %6 {dua persend sebaian dilitung dari paja vang kurang alau terlambat
dibavar untik jangka wakty paling fama 24 (duz puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnva pajak.

L

SKPDKBT sebagaimana aimaksud padn avet (2) hurul™h Pasal it diterbitkan apabila
diicn‘m\em data bary stan data yang semula beium rungkap yang menyebabkan
penambahan jumiain pajak yang lerutang, akan dikerzkan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 % ( seratus persen’ dart jumiah kekurengan pajak tersebut;

SKPDN sepagmimana dimaksud pada avat (2) huru! ¢ Pasal ini diterbitkan apabila

qumlabk pajak vang terutang sama m:wfn\ & dengun jumlah kredn pajak atau pajak

L0 o - PRI | S R PRI .
bdaw terutang dan indak ada kredit pajal;

Apabila kewagoen nemoaydl  pagas erutang  daail snrNs | sebagaimana
dimaksud padue ayat (23 huruf 2 dan b Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar
dalam jangke wakin yang telan ditentukan, ditagit dengan menerbitkan STPD

ditambab deny e soaihar admanisivast denda 2% (dua rersen) sebulan,

ATA CARA PEMBAYARAN DAN PLLNYS TORAN PAJAK

Petibavarwn jgas dilehunan Ao kay Dacrah baik olen Wajib Pajak mauoun olch
tistanst  pomoadit oelaliun Bendabara PenenmaPeavetor yang  ditunjuk oleh

Waltheota

Bendahara penening clor waptb micovetor secar brato ke kas dacrah selambat-

fambainva N 24 am '.-.-f_zr;‘f?i hart libhur:
Pembayuran Pejan sehavamiarg dimaksud pade aval (1) dan ayat (2) Pasal hi
aiialiukan dengan mony H"Hn: an HoPiX |
atam hal sendiahara pencrima S penvetor lata melakukan penyetoran selambat-

tamibatinye © 5N 24 pan aka dikenakan sankst beripe denda 10 % {sapulubl persen)

dar penvetarat o



1)
(2)

(5)

(1

(2)

{5y
v

7
=3

R
L1

(7

Pasal {4

Pembayvaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;

Walikolta dapat memberikan persctujuan kepada Wajib Fajak untuk mengangsur
paiak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan; '
Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat {2) Pasal ini harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak  untuk menunda
pernbayaran pajak sampai batas waktu vang telah ditentukan setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari
jumian pajak yang belum atau kurang dibayar ;

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tala cara
pembaydrdn angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
() Pasal ini ditetapkan oleh Walikota .

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Peraturan Daerah
ini dibertkan tupda bukti pembavaran dan dicatat dalam buku pencrimaan;

Bentuk, jemis, isi. ukuran tanda bukti pcmbaynran dan buku penerimaan pajak
sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI
RIAYA PEMUNMGUTAN
Pasal 16

Nepada instanst pemtngul diberikan insentit sebesar 3 % (lima parsen) dari scloran
Cruo;
1

Tata cara pembayaran upaih pungut disesuatken dengan Peraturan Perundang-
undangan vang berlaku.

BABIX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17
Surat Teguran atau Surat Peringatan atac surat lain yang sejemis schagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (wjun) bari scjak jateh temno
pembayaran;
Dalam jangka waktu 7 ”L:]Uh? hart setelan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain vang seieniz, Wanib Pajak harus melunasi pajak yang teruang:

v Surar Teguran, Surat Peringatan atan surat Jain yang sgjenis sebagaimana dimaksud

{17 Pasal v dikeluarkan oleh Pgjabat.
Pasal 18

\;u.nm umlah pajak vang masth harus dibayvar Gdak dilunas dalam jangics wakta
sebauainrana ditenmuxan dalam Surat Teguran 2tau Sursat Penngatan dan atau surat
latre vang sejenis, jumich pajak vong harus dmlm\. ar ditagh dengan Surat Paksa;

Perabat segera mencrbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua pixh.h 50 11) hart sciak

’.:sn;‘:;;_,xi Surat Teguran atau Sural Peringatan atau surat lain yang sgjen

3
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Pasal 19

Apabila pajak vang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah
tangeal pembertahuan Surat Paksa, Pejabat scgera menerbitkan  Surat PPenntah
Melaksanakan Penyvitaan,

Fasal 20

Setelah dilakukan penyitaan dan Wapb Paiak belum juga melunasi utang pajaknyva,
setelah fowat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan
Penvitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
N

Jegara,

Lelang
1 2]

Pasa

Seteinh Nantor Lelang Negara menclapkan han, tanggal, jam dan terapat pelaksanaan
telang, Jurn Sita memberitahubkan dengan sepera secarn tertulis kepada Wajiiy Pajak

Pasal 22
Bentuk, jemis dan i formulbir vang dipergunakan uniuk melaksanakan penagibian pajak

daarah ditetapkan oich Walikota.

BARB X
KEBERATAN DAMN BANDING

Pasal 23
£17 Wanb Pajak dapat mengajukan heberatan kepada Walikota atau Pejabat atas ¢
1. SKPD

b, SKPEKB:

e SKPTIKET:

G SKPDLR

¢. SKPDN:

. femotongan  atau pemungutan  oleh  pihak  ketiga berdasarkan  peratiuran
perundang-undangan perpajakan vanrg berlaku;

(23 Permohonan keberatan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus
disampaikan secara teviulis dalam bahasa indonesia paling lama 3 (tiga) builan sejak
tanggai SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib
pajak, atau tacggal pr-mulcmLan/ncnmngut'm oleh pihak ketiga sebagaimana
dimzaksud pada ayat (1) Pasal i dengan alasan yang jelas kacuali apahila Wajib
Paglk  dapat menunjukan bahwa jangka wakiu Tidak dapat dipenuhi, karena
keadaan diluar kekuasaannya;

(3) Walikota atau Pejabat dalam ianoka wakiw paling lama 12 (dua helas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal i
diterima, sudah memberikan keputusan;

(4) Apabila seteiah lewat waktu 12 {dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada avat
(3) Pasal im Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permchonan
keberatan dianggan dikabulkan,

{5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada avat (1) Pasal ini tidak menunda
kewajiban membayar pajak.
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Pasal 24

Wapn Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak
calam jangka wakur 3 (vea) bulan setelah diterimanva keputusan keberatan dart
Walikota atau Pejabat

Pengaiian banding sebagaimana dumaksud pada avat (1) Pasal i udak menunda

kewsaiiban mermbavar pajok
Pasal 23

Apabtla pengasan keoeratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peratwan
Daerah i atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini
dikabulkan schagian atan sclurchnya, kelebihan pemizayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling iama
24 (dua pului exmpat) oulan:

Apabila kebermtan dan bandwig dan wapb pajas telan mendapat keputiusan vang

tetap, Walikota wajib melaksanakonnya.

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAMN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKS] ADMINISTRAS!
Pasal 24

Walikota karena permohonan Waynb Pajak dapat .

a. Membetikan SKPD atae SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD vang dajam
penerbitannva terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan
dalam pencregpan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Dacrah;

b, Membatatkan alau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sankst administrasi berupa bunga, denda dan
kenatkan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilatan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohenan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sankst administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD

sevagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasai ini harus disampaikan secara tertulis oleh

Wapib Pajak kepada Walikota, atau pejabat sclambat-lambatnya 30 (tiga puluh) han

sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan

alasan yany jelas;

Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan

sevaygaimana dimaksud pada ayal (2) Pasai i diterima, sudah harus memberikan

keputusan;

Apabila setelah fewat wakiu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada avat (3) Pasal

ini Walikota atau Pgjabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan,

nembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
adminstrast yang dapat dikabuikan.

: BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

Walikoty zias permohenan wapib pajak mengembaiihan keicbiban pempavaran pajak:

i
|



(2) Walikota atau

Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas ) bulan sejak

diterimanya permohonan peng sembaiian kelebihan pembavaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan:

(3) Apebila jangka waktu schagaimana dimaksud pada avat (2) Pasal in dilampaw
kepala daerah atau Pejabat tidak membenkan keputusan, permobonan pengembalian
kelebihan pembayaran pyjak dianggan dikabutkan dan SKPDLB harus dnerbitkan
dalam waktu palmg, lama 1 (satu) bulan;

1) Apabila Wajib Pajak mempunval utang pajak fainnya. helebthan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperbitungkan untuk
metunasi terlebth dahulu utang pajak dimaksud.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam wakiu paling lama 2
(dva) bulan sejak diterbitkannya SKPDRLB dengan menerbitken Surat Penmntah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembavaran paiak dilakukan sztelab lewat wakiu 2

(dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan
pembayaran

imoalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas

xelebthan pejak.

Pasa

128

cctarlambatan

Apabila kelebihan pembayvaran oajak  diperhitungkan dengan utang pajak lainnva,
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 27 ayal (4) Peraturan Daerah ini

1°% .0

SR L un.uball Cdld pcmlnuwmumm ) dalt DUK

bukti pembayaran.

BAB

X1

GUGUR

3
Pas

sal 29

pembayaran

1,
u ]JLlllII!lhlllUur\ua.l |Ln,u Gorlotay \t,bd&ﬂ

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak gugur setzlah melampaui jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung 5;]&1\ saat terutangnya pajak, kecualt a.pablla wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Gugur penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila ;
a. Diterbitkan Surat teguran dan Surat Paksa atau :

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak langsung mausun tidak langsung.

(=

BAB

KETENTUAN PENYIDIKAN

X1V

Pasal 30

Pecjabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dibert
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di
bidang Perpajakan Daerah;
Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

~

a,

b,

. Meneliti,mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

badan lemang kebenaran perbuatan yang dilakukan sechubungan dengan tindak

Pidana perpajakan Daerah;

Meminta keterangan dan barang bukti dain orang pribadi atau badan sehubu
dengan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah ;

3
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d. Memeriksa buku-buku, cataten-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaai
dengan tindak Pidana dibidang perpajakan daeiah |

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti
pembukuan pencatatan,dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan
terhadap bakan buki;

f. Dalam keadaan periu dan sangat mendesak penyidik dapat melakukan penyitaan
teimpat surat izin terlebih dahulu, sesaat setelah melakukan penyitaan perlu
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

g Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
Pidana di bidang perpajakan Daerah;

h. Menyuruh berhenti dan atau melarang sescorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang
dan atau dokumen yang dibawa 5t,bagammana dimaksud pada huruf ¢ diatas;

i.  Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidang perpajakan Daerah

J. Memanggi! orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 1u‘b'mbk'1
atauy saksi;

k. Menghentikan penyidikan;

I, Melakukan tindakan lain vang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak Pidana
di - bidang  perpyakan  dacrah  dan menurat Hukum  yang  dapat  di
pr\,rmrtm*ung]a\,vul)'\an

m. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari penyidik Polri.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksid pada avat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainva
penyidikan dan menyampaikan hasil p\.n}.d}.\annja kepada penuntut umum,

BAB XV
STENTUAN PIDANA

l u"iul .) :

(1) Wap:b Pajak vang melanggar ketentoan daiam Pasal 10 Peraturan Daerall ini dapat
dipidana dengan pidana kurungan paling fama 6 (enam) bulan atau denda paiing
banyak 2 (duas kab jumlsh pajak vang terutang .

(2) Wayb Fajak vang dengan sengaja melanguar ketentuan dalam Pasai 10 Peraturan
Dacrah ini dapat diprdana dengan Pidana Periara paling lama 2 (dua) tahun atau
denda paling banyak 4 C empat ) Kali jumiah pajak yang terutang, ;

(3 Tindak pidana sebagatimana dimansud dalam avst (1) Pasal int adalah nalanooaran

Pazal 32

Tindak pidana dibvdang perpajakan daereh tidak ditunutu setelah melampeui jangka
wakit 10 {scpuiul tahun seiak saal e futangnya najak atau bn.rahhlrnyl masa |:¢1|ak atau
berakhirnyo hagiar tahun pajok atau : ; iy

BAB XVI
SRETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

vang belum distuwr dalam Persturan Dacrah ini sepanjang  mengens
nelabsanaannya akan dnetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dencan berlakunva Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
998 tentang Fajak Hotel dan Restoran dinvatakan tidak berlaku,

H
!
1
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Pasal 34 Lo o e e
e o a8 HANT,

Peraturan Daerah v mulai beriaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva. memerintahkan pengundangan Peraturan Dacrah i

dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Kupang.

Dietapkan di Kupang
Fada tanggai 14 Agustus 2002

WALIKOTA KUPANG,
Cap & d

Uiundangkan di Kupang
Pada tanggal 19 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap & 1td

NITHANEL NOMESEQH

SAERAN KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 10

LEMBARAN DDAR!
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 05 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK HOTEL

UMUM

Pajak Hotel scbelum berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 wentang
pajak dacrah dan retribusi dacrah adalah sumber pungutan retribusi daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang nomer 34 tzhun 2000 tentang perubahan atas
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Rpmbum Daerah,
maka pur]u dilakukan perubahan yang mengatur tentang Pajak daerah dan Retribusi
daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan vang berlaku.

Untuk ity Pemerintah Kota Kupang dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang tentang
Pajak Hotel,

Il PASAL DEMI PASAL

Pasu oot Y old 2 v Thikemiialve
Angka 4 © Pejabat adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah

vang berdasarkan kewenangan kepala Daerah
ditunjuk untuk melakukan penagihan pajak.

Pasai 2 \' a 26 -+ Cukup jelas.

Pasal 27 Relebihan pembaiarn pajak oleh wajib pajak
aiperhitungkan  untuk  menutup  kewajiban
pembayaran utang pajak lain merupakan hal
prioritas.

Pasal 28 s/d 34 Cukup 1elas.

FAMBAMAN T EMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 91




